
 
 

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 
 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 

NOMOR     TAHUN 2021 
  

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  

TAHUN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

Menimbang : a. 

 
 

 

 
 

 

bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah, 

Pemerintah Daerah dapat menyusun Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah apabila hasil evaluasi 

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam 

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan; 

  b. 
 

 

 

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana 

tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan Tahun 2021 yang diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan  Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 



  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten 

Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 



  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 

  12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 

8); 

  13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 

2020 Nomor 1). 

  14. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Oktober 

2020 Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah 

 



 
MEMUTUSKAN : 

 
 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN 

KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2021. 

 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 

Definisi, Istilah dan Singkatan 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan; 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016-2021 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode selama tahun 2016-2021; 

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2016-2021; 

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja PD adalah dokumen tahunan Perangkat 

Daerah; 

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun; 

 

 

9. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen 

perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

  Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan 

perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 



Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun 

Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2021; 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2021. 

  BAB II 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab II : 
Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun 

   berkenaan 

Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah  

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

Bab VI : Penutup 

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  
BAB III 

PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD 

Pasal 4 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan melakukan pemantauan dan pengendalian 

program prioritas Perangkat Daerah dan lintas Perangkat 

Daerah; 

(2) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD 

dengan melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah; 

(3) Isi dokumen serta uraian Perubahan RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

  BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

  Ditetapkan di Muaradua 



  pada tanggal       Juli 2021 

    

   BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

    

 

 

          POPO ALI MARTOPO 

 
 

Diundangkan di Muaradua 
pada tanggal       Juni 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

 
 

 

 
                H. ROMZI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 
TAHUN 2021 NOMOR    


